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TINJAUAN UMUM MASKAWIN DAN PERKARA SITA MARITAL

A. Maskawin
1. Pengertian dan Istilah Lain tentang Mas kawin

Istilah mas kawin dalam konteks hukum Islam disetan atau
dapat disandarkan pada istilah “mahiadapat dijabarkan sebagai sesuatu
yang menjadi hak istri sebagai kompensasi dariaelpernikahan dengan
seseorang pria.Sedangkan secara istilah, mahar dapat diartikaagse
pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengermintaan pihak
perempuan dengan batas-batas yang m&'ruf.

Dalam bukunya, Sudarsono menyebutkan bahwa adaisti¢eh
lain yang dapat disandarkan pada makna mahar (avésk Ketiga istilah
tersebut adalatujura” , “shaduga”, dan“faridlah” .* Sedangkan menurut
Hafizh Ali Syuaisyi’, selain ketiga istilah tersdbuwlia menambahkan
istilah “nihlah” , “hayya™, “aqr”, “ala’iq”, taul, dan“nikah” .°

2. Dasar hukum
Hukum dasar dari pemberian mas kawin dari laki-le&pada

perempuan adalah wajib. Hal ini didasarkan padadir-firman Allah

yang menjelaskan tentang pemberian mas kawin selbagjeut:

! pada penyebutan berikutnya, apabila tidak bertgdmumiengan pengertian atau nama
lain dan isi pasal perundang-undangan dari malkaylis akan menggunakan istilah “mas kawin”

2 Hafizh Ali Syuaisyi’, Kado Pernikahan terj. Abdul Rosyad S, Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2005, him. 35.

% SudarsonoPokok-Pokok Hukum Islandakarta: Rineka Cipta, 2001, him. 225.

*Ibid., him. 223.

® Hafizh Ali Syuaisyi’,loc. cit
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Q.S. an-Nisa ayat 4

1515 el 22000 A2 00 b 15T 3 oo e L 4S5 Gk 2
Artinya . “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wani(yang

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kemelaa
tetapi jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian da
mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah i(kimp
pemberian itu dengan baik dan gembira” (Q.S. anaNig)

Q.S. an-Nisa’ ayat 24:
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L&s ke S8l
: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) vitanyang
bersuami kecuali budak belian yang kau miliki. Altelah
memutuskan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atasi.kam
Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (ygit
mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahulan
untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu gauli di
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya
(dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.....”

an-Nisa’ ayat 25:

° 3y N T o £
Sl EAIAT EASTS BelRT 03l EAASIE
: “Karena itu, kawinilah mereka dengan gmizorang

tuanya, dan berilah mas kawinnya menurut yang p4@is.
an-Nisa’: 25)

Firman di atas masing-masing menggunakan fiil ‘gakni -----

(berikanlah; bayarlah; tunaikanlah) yang dalam #&aidbahasa Arab

berfungsi untuk menunjukkan suatu hal perintah ydikgnakan hukum

wajib (harus). Meskipun berdasar hukum wajib, subwlieh menerima
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pemberian kembali mas kawin dari istri (pengemindliapabila istri
memberikannya secara ikhlas. Sebagai mana dijelagddam Al-Qur'an
surat An-Nisa’ ayat 4 yang maa telah diuraikaneagia
3. Ketentuan-ketentuan terkait dengan mahar (mas Kadatam hukum
Islam
Ketentuan terkait mas kawin dalam perkawinan méligetentuan
jumlah besaran dan cara pembayaran dengan penjskasagai berikut:
a. Ketentuan mengenai jumlah besaran mas kawin
Ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam firmanan di
atas, tidak pernah memberikan batasan yang jelagenai jumlah
besaran mas kawin yang harus diberikan oleh seda&ntaki kepada
seorang perempuan. Hanya saja dalam firman-firmarselbut
dijelaskan bahwa mas kawin haruslah sesuatu yang pa
Akan tetapi, untuk mengantisipasi munculnya budayas
kawin yang berlebih-lebihan, maka Rasulullah SAWmidian
memberikan batasan-batasan jumlah besaran mas.kawin
Terkait dengan batasan mas kawin terendah, dajeddsiian

melalui dua hadits berikut ini:

Artinya: “Carilah, walau hanya sebuah cincin darei”®

Hadits di atas secara tidak langsung menegaskanabatas

kawin yang diberikan kepada pihak perempuan tidatus berupa

® lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analis Figih Para Muijtahid)Jakarta : Pustaka
Amani, 2007, him 434-435
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uang atau harta benda yang bernilai lebih melaitksa apa saja. Hal
yang terpenting dalam pemberian mas kawin tidak dalalah adanya
kesepakatan antara calon istri dengan calon suamgemai jenis dan
jumlah mas kawin. Jadi apabila istri telah menyapaknas kawin,
meskipun tidak berupa harta benda yang bernilakammaas kawin
tersebut tetap bisa diberikan dan tidak mengurdngium yang
terkandung di dalamnya.

Sedangkan mengenai batas tertinggi mas kawin, &R&sul

SAW telah menjelaskannya dalam salah satu haditsubéni:

/
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Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: ‘Seorangelaki datang
menemui Nabi dan berkata: ‘Saya hendak menikah
dengan wanita anshar’. Beliau bertanya kepadanya:
‘Apakah kamu sudah memperhatikan calon istrimu itu?
Soalnya pada mata kaum Anshar itu ada sesuatu’. la
menjawab: ‘Saya sudah memperhatikannya’. Beliau
bertanya: ‘Berapa banyak mas kawin yang kamu
serahkan untuk menikahinya?’. la menjawab: ‘Empat
ugiyah’. Beliau bertanya: ‘empat ugiyah? Seolahkola
kamu mengukir perak pada permukaan gunung ini...".
(H.R. Muslim)

S\ A\l

Hadits di atas secara tidak langsung menjelaskamvda
Rasulullah SAW juga tidak memberikan batasan tggiirdari mas

kawin. Hal itu terlihat dari sikap beliau yang mestdhkan lelaki
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seperti yang disebutkan dalam hadits di atas demgemberikan
jumlah mas kawin yang banyak, meskipun sedikit wlibui dengan
sindiran.

Meskipun tidak memberikan batas tertinggi pada @hmias
kawin, dalam hadits yang lain Rasulullah SAW seolagin
menegaskan bahwa jumlah besaran mas kawin tidakus har

memberatkan pihak-pihak yang akan menikah.

Z)\,,:J@ (;.I.uj ale oA GI.p 5.6\ J}w) 5‘3L€4-“ A0 2 i“i‘i‘t“ B3
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Artinya: “Dan dari Aisyah r.a; Bahwasanya RasuldilaSAW
bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling besar
berkahnya ialah yang paling mudah ongkosnya (mas
kawinnya)” (H.R. Ahmad}

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat didtapbahwa
mahar (mas kawin) tidak ada ketentuan jumlahnyak pamlah
terendah maupun jumlah tertinggi. Apabila istri &egi dan ikhlas
menerima apapun bentuk mas kawin yang diberikam cd¢on suami,
meski tidak memiliki nilai yang lebih (mahal), makaas kawin
tersebut tetap dianggap sabh.

Selain berkaitan dengan batas terendah dan tertjogdah
mas kawin, persoalan jumlah besaran mas kawin jugacakup

permasalahan mengenai penentuan jumlah besaran kaas.

" Hafizh Ali Syuaisyi’,Op. cit,hlm. 43
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Penentuan jumlah besaran mas kawin dapat diklasik&n ke dalam

dua lingkup, yaknf

1) Penentuan jumlah mas kawin sesuai dengan kesepaliatara
calon istri dengan calon suami atau juga disebuaie istilah
mahar musamma.

2) Penentuan jumlah mas kawin sesuai dengan statukediaiglukan
istri serta kedudukan dan kemampuan suami atau gliggbut
dengan istilah mahar mitsil.

b. Ketentuan mengenai pembayaran mas kawin

Ada dua ketentuan dalam pembayaran mas kawin, yakni
dengan cara tunai dan ditangguhkan. Mas kawin ydibgyarkan
secara tunai disebut dengan istilahu’ajjal dan harus segera
dibayarkan sesuai dengan permintaan. Sedangkankavas yang
pembayarannya ditangguhkan disebut dengan istilamanmuwajjal
yang pembayarannya dapat ditangguhkan dan dibenjeala saat
bubarnya pernikahan.
4. Ketentuan-ketentuan terkait dengan Mas kawin dal&®raturan
Perundang-undangan
Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ma# kadiyelaskan

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya padasdba30-38’

8 Terkait dengan penjelasan mengenai mahar musaramandhar mitsil dapat dibaca
dalam Abdur Rahman | DoRerkawinan dalam Syari’at Islandakarta: Rineka Cipta, 1996, him.
68-69; Sudarsonap. cit, him. 225-227.

® Mengenai pasal-pasal dalam KHI tersebut dapabalildalamHimpunan Peraturab
Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islaim Redaksi Fokusmedia (Penyusun),
Bandung: Fokusmedia, 2005, him. 14-15.
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Penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan tersebpat ddipaparkan
sebagai berikut:
Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepadancahempelai
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakbth kedua belah
pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhana&endadahan yang
dianjurkan oleh agama Islam

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai taadan sejak itu
menjadi hak pribadinya

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyenahhar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebadylahar yang
belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calempelai pria

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukaland
perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar padawakad nikah,
tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu palaya dengan
keadaan mahar masih terhutang, tidak menguranginyaah
perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wartembayar
setengah mahar yang telah ditentukan dalam akadh.nik

(2) Apabila suami meninggal dunia gabla al-dukhul, sg¢lumahar yang
ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.

(3) Apabila perceraian terjadi gabla al-dukhul, tet@esarnya mahar
belum ditetapkan, maka suami wajib membayar malitailm
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Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahatapat diganti dengan
barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atauadepgrang lain yang
sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengaga barang mahar
yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis ddai mahar yang
ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadigma.

Pasal 38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacatkatang, tetapi

calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanppatasyarat,
penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar kareaeat, suami
harus menggantinya dengan mahar lain yang tidalatcaelama
penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap rbagim dibayar.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercasdileen pasal-pasal

di atas, maka dapat dijelaskan tentang beberapéetiait dengan mas

kawin sebagai berikut:

a. Hakekat Mas kawin

Mas kawin pada hakekatnya merupakan sebuah pemberia
yang berhukum wajib atas seorang calon mempelaildkk kepada
calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepdi@tsaima yang
didasarkan pada asas kesederhanaan (sebagaimelzskdi) pada
Pasal 30 dan Pasal 31). Meski berstatus wajib, namas kawin
bukanlah bagian dari rukun nikah. Jadi apabilatirdkelalaian dalam

penyebutan mas kawin, baik jenis dan jumlahny&tidampengaruhi

prosesi nikah tersebut (sebagaimana disebutkamdzdesal 34).
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Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari ketenpenindang-
undangan mengenai hakekatnya, mas kawin merupaketu s
pemberian yang bersifat yang harus dipenuhi oleamsuatas
kesepakatan bersama dan didasarkan pada asasrkasede serta
tidak mempengaruhi status pernikahan jika terjaglalkian dalam
prosesnya karena bukan merupakan rukun nikah.

. Asas tunai dalam penyerahan mas kawin

Penyerahan mas kawin pada dasarnya adalah tun&sulfla
dari tunai, sebagaimana disebutkan dalam Pasaly&3 (&), adalah
bahwasanya penyerahan mas kawin harus diberikaraséangsung
kepada istri secara langsung dan berbentuk barasgais dengan
kesepakatan dan berasas pada prinsip lunas. Jidah imnai dalam
Pasal 33 ayat (1) adalah identik dengan lunas dzsep pemberiannya
yang diberikan secara langsung kepada calon mempalita dan
bukan berarti tunai dalam makna dibayar secaraakotilam satu kali
pembayaran.

Penegasan makna tunai yang bukan mengarah pada
pembayaran sekali kontan dan lunas dapat dilihat ldgberadaan
Pasal 33 ayat (2) yang menjelaskan tentang keholpbaangguhan
pembayaran mas kawin. Dengan demikian, makna taotgah lunas
sesuai dengan jenis dan jumlah mas kawin yang aksép baik

dibayar dalam sekali pembayaran maupun ditangguhkan
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c. Status Mas kawin
Sebagai konsekuensi pemberian kepada calon mempelai
wanita, maka mas kawin yang telah diberikan merijadi milik dari
calon mempelai wanita sejak diberikan kepadanyasalPe82).
Sehingga calon mempelai pria tidak dapat menggumbksang yang
dijadikan mas kawin kecuali dengan seizin calon pwa wanita
pada saat telah menjalani kehidupan rumah tangg@argkan mas
kawin yang tidak dibayar lunas tetap menjadi hakkndari calon
mempelai wanita dan dianggap juga sebagai bebaandgusuami
kepada istri sebagaimana tercantum dalam Pasala332%.
d. Penggantian Mas kawin
Penggantian mas kawin harus dilakukan apabiladiengl-hal
sebagai berikut:
1) Mas kawin yang akan diserahkan hilang (Pasal 36)
2) Mas kawin terdapat cacat yang mana pihak mempelaitavtidak
dapat menerima cacatnya mas kawin tersebut {P8say& (2)}
Jika terjadi hal-hal tersebut di atas dan mas kawak diganti,
baik dengan barang maupun uang yang sejenis ddai slsmgan mas
kawin yang hilang atau dianggap cacat tersebut nmasakawin tetap
dianggap belum dibayar dan terhutang.
e. Wanita pemegang kebijakan tunggal dalam mas kawin
Meski merupakan bagian dari kesepakatan — sebagaima

disebutkan pada Pasal 31 — kebijakan terkait dengas kawin
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menjadi dominasi pihak wanita. Maksudnya adalahitadah yang
memegang putusan penting terkait dengan mas kawaiikdalam jenis
dan jumlah, penghapusan hutang, hingga penerimaanpanolakan
terhadap mas kawin yang dianggap cacat.

Mas kawin yang terhutang akan dapat dianggap lapabila
pihak mempelai wanita mau menerima kondisi mas hkawng cacat
atau kurang dari segi jenis maupun jumlahnya, nma&s kawin secara
otomatis akan lunas dan pihak laki-laki tidak tédo@ hutang mas
kawin kepada pihak mempelai wanita, sebagaimar@ariarm pada
Pasal 38 ayat (1). Wanita pula yang berhak menantiebolehan
untuk menerima mas kawin secara tunai lunas lamgsuaupun
terhutang melalui persetujuannya seperti disebypleala Pasal 33 ayat
(2).

f. Ketentuan apabila terjadi perselisihan terkait denmas kawin
Apabila terjadi perselisihan tentang hal-hal yaegkhitan dengan mas
kawin dapat diselesaikan di Pengadilan Agama (Pa8al Maksud
dari Pasal 37 tersebut berlaku bagi umat Islam daja hanya di

Pengadilan Agama yang berada di wilayah domisilinya

B. Perkara SitaMarital
1. Pengertian Sita Marital dan Jenis-Jenis Sita
Sebenarnyamaritale beslagadalah sama dengan sita jaminan
(conservatoir beslag Dia merupakan pengkhususan yang hanya dapat

berfungsi terhadap jenis perkara sengketa percerélak mengajukan
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maritale beslagtimbul apabila terjadi perceraian antara suameriist
selama perkara perceraian masih diperiksa di Pdagadgama maka
para pihak diperkenankan mengajukan sita atas perkawinan?’

Sita marital tidak ditujukan untuk kasus berupaij@n tagihan
uang atau penyerahan barang. Tujuan utamancnitale beslagadalah
untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuhtdgpelihara sampai
perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukapr'tet

Selain perkara sita marital, terdapat beberapas jperkara sita
(beslag yang diakui dan ada dalam perundang-undangamdtinksia.
Jenis-jenis sita tersebut adalah:

a. Sita RevindikasiRevindicatoir Beslag
Pengertian sita revindikasi adalah sita yang dkakuoleh
Pengadilan terhadap harta milik sendiri yang bedsdam penguasaan
pihak lain. Harta yang dapat disita dalam jenia §ii adalah harta
benda bergera Dalam istilah lain, Yahya Harahap sebagaimana
dikutip dalam Ahrum Hoerudin menjelaskan bahwaaarilik sendiri
yang dimaksud adalah harta penggugat, sedangkasuchalari pihak

lain adalah pihak tergugét.

19 Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Feaga

Perkara dan KewenanganPengadilan Agama SetelataBarya UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama)Bandung: Citra Adtya Bakti, 1999, him. 86.

Y Lihat dalam Sudikno MHukum Acara Perdata Indonesiogyakarta: Liberty, 1988,

him. 64.

'2 Tentang pengertian sita revindikasi dapat dildeiam beberapa referensi di antaranya

adalah: Roihan A Rasyidjukum Acara Peradilan Agam&ogyakarta: Rajawali Persada, 1992,
him. 214; Ahrum Hoerudimp. cit, him. 84.

13 Ahrum Hoerudinpp. cit.,hlm. 85.
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Pengajuan permohonan sita ini tidak memerlukan yadan
dugaan beralasan terlebih dahulu terkait kekhasratakan tindakan
penggelapan atau pelenyapan harta benda yang #dk&okdn oleh
pihak tersitd* Selain ciri tidak adanya alasan, keberadaan barang
milik Penggugat di tangan Tergugat, dan merupalard® bergerak,
ciri lain dari sita revindikasi adalah benda tergettikuasai tergugat
secara tidak sah atau melawan hukam.

b. Sita JaminanGonservatoir Beslag

Sita jaminan d¢onservatoir beslgg merupakan sita yang
dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggt@atPemohon
terhadap harta benda milik Tergugat atau Termohamgah tujuan
agar hak Penggugat atau Pemohon terjamin oleh dargatau
Termohon apabila diputus menang dalam perkaramngidoeBla dengan
sita revindikasi, pada sita conservatoir harus kej@lasan alasan
bahwa pihak Tergugat atau Termohon akan menggeia@ikau
melepaskan harta bendarfyaApabila Pemohon atau Penggugat tidak
memiliki bukti kuat, maka sita conservatoir tidadpat dilakukart”

Sita jaminan ¢onservatoir beslag dapat diajukan secara
bersamaan dengan duduk perkara maupun secaraategas duduk
perkara. Maksud dari diajukan secara bersamaan ademiyduk

perkara adalah seperti pada kasus permohonan tedali maupun

1 Roihan A Rasyidloc. cit..

5 Ahrum Hoerudinpp. cit, him. 86.
16 Roihan A. Rasyidop. cit.,him. 216.
1" Sudikno,op. cit.hlm. 66.
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gugatan cerai, permohonan atau gugatan yang harkalengan
masalah anak, masalah nafkah istri, dan atau Hemtsama dapat
diajukan secara bersamaan dengan duduk perkaran@eoh maksud
dari diajukan secara terpisah adalah sita jamimgatddiajukan secara
terpisah dari duduk perkara meskipun perkara tatdsdum memiliki
keputusan yang dapat dijalank&n.

c. Sita eksekusigksekutorial beslgg

Sita eksekusi adalah jenis sita yang bertujuan kuntu
mengeksekusi barang yang menjadi obyek sengketesudaeksekusi
sendiri adalah menyuruh pihak tertentu untuk merabagesuatu,
melepaskan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepg@da lain
dalam sebuah perkara perdata. Diktum putusan yapgtdlieksekusi
adalah putusan yang bersifat condemnatoir, yakrusgam yang
menghukum pihak untuk membayar sesuatu, melepassaratu atau
menyerahkan sesuatl.

Untuk dapat melakukan sita eksekusi, harus didaligdnogan
pengajuan permohonan eksekusi. Permohonan eksqe diajukan
pada putusan selain sita conservatoir. Karena padasan sita
conservatoir sudah secara otomatis mengandung sKatekusi.
Permohonan eksekusi diajukan setelah adanya keputterkait

perkara sita, baik sita marital maupun sita rewasii dan yang berhak

18 Ahrum Hoerudinpp. cit.,him. 85.
1 Roihan A. Rasyidop. cit.,him. 223.



29

mengajukan adalah pihak Penggugat atau Pemohogasgidaak yang

dimenangkari®

2. Dasar hukum

Dasar hukum tentang permasalahan sita marital rdidaliam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang beidakindonesia.

Ketentuan peraturan yang mendasari perihal perkig@amarital adalah

sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1) dan (2)gyaarbunyi:

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Dengan tidak mengurangi Pasal 24 aygt K@ruf c
Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 dan Pa¢al 13
ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilgamma
untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersamgata
adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu
melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan
harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebag
Selama masa sita dapat dilakukan peajuadtas harta
bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin
Pengadilan Agama.

b. KUH Perdata Pasal 186.

Pasal 186 menjelaskan tentang kebolehan istri mgkega gugatan

sita marital di luar gugatan perceraian kepada &ditegn untuk

mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan.

c. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 24 2ayaruf c

tentang permintaan marital beslag hanya terbatas gda perkara

perceraian.

20 Ahrum Hoerudinpp. cit.,him. 88.
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Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undadgaatas,
maka dasar hukum asal menjelaskan bahwa sita manéaupakan
perkara sita terhadap harta perkawinan atau harsaima karena adanya
persengketaan antara suami dan istri sehingga wi#hgan adanya
kerusakan dan atau hilangnya harta bersama tersséhnt perbuatan
hukum salah satu pihak.

. Ketentuan-ketentuan dalam sita marital
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sita rhad&pat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Obyek sita
Secara umum obyek sita marital meligdti:
1) Seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkavbaik yang
berada di tangan suami dan istri
2) Harta pribadi istri yang berada dalam penguasaamisu
Obyek sita marital tidak termasuk harta pribadi ixng berada di
bawah kekuasaannya.
b. Waktu Pengajuan Permohonan
Terdapat perbedaan dalam hal pengajuan permohaten s
marital, khususnya dalam UU No. 3 Tahun 2006 derigampilasi
Hukum Islam. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Adeanen UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskahwa

pengajuan permohonan sita marital hanya dapat ulktak setelah

2L Arsip Pengadilan Agama Tulang Bawartdm. 41.
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adanya gugatan perceraian. Sedangkan dalam KHI Pasayat (1)
dijelaskan bahwasanya permohonan pengajuan sitatamalapat
dilaksanakan di luar gugatan perceraian atau tagamya gugatan
perceraian.

Meskipun terdapat perbedaan dalam masalah wakgapem,
namun yang umum dilaksanakan adalah ketentuan daklinkarena
pada dasarnya tidak jarang karena perbuatan hukiah satu pihak
dalam keluarga yang menyebabkan rusak atau hilanigaga bersama
yang dapat merugikan pihak lainnya. Selain itu,ektan yang
termaktub dalam KHI Pasal 95 juga memiliki kesesmadengan
ketentuan mengenai waktu pengajuan permohonamsitdal dalam
KUH Perdata Pasal 186 sebagai berikut:

“Sepanjang Perkawinan setiap istri berhak memajakatutan

kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akapi te

hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

le. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tikt&ah

memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu
menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya
keruntuhan.

2e. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara Yailg

dalam mengurus harta nkekayaan si suami sendiri.
Jaminan guna harta kawin si istri dan gun asega#a a
yang menurut hukum menjadi hak si istri, akan nainja
kabur, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam
mengurus harta kawin si istri, kekayaan ini dalam
keadaan bahaya.

Pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan seadaiah

terlarang.

c. Pihak yang berhak mengajukan Permohonan
Dalam BW, pihak yang berhak mengajukan permohoitan s

marital adalah pihak istri. Hal ini sebagai dampui tata aturan
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hukum Belanda — sebagai asal hukum BW — yang mengaihwa
yang berhak dalam perbuatan hukum adalah suamibdkan istri.
Oleh sebab itu, dalam perkara sita marital yandhddlemengajukan
permohonan adalah istri karena mereka menjadi pkatban” sebab
mereka tidak mungkin melakukan tindakan hukum yatgpat
berdampak negatif terhadap harta bersama karen@kaneidak
memiliki hak untuk melakukan perbuatan huk&m.

Sedangkan dalam ketentuan peraturan perundang-genta
Indonesia, antara suami dan istri memiliki kesamak dalam
perbuatan hukum, sehingga di lingkungan hukum lediay masing-
masing pihak suami dan istri berhak mengajukan pboman sita
marital®® Hal ini seperti telah tercantum dalam KHI Pasala9at (1)
sebagai berikut?

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24(aydiuruf

¢ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan R&sal

ayat (2), suami atau istri dapat memintakan Pefagadigama
untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersanpatadanya
permohonan gugatan cerai, apabila salah satu nkalaku
perbuatan yang merugikan dan membahayakan haarbar
seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

d. Status Hukum
Perkara yang diputus dalam perkara sita maritalktidapat

dinyatakan sah dan berharga sehingga sita martayah bertujuan

untuk menyimpan atau menyita harta bersama yanganieabyek

%2 Roihan A Rasyidop. cit.,him. 214-215.
% Sudikno M,op. cit, him. 65.
% “Himpunan Peraturan tentang Kompilasi. of. cit, him. 33.
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sengketa. Tanpa adanya pernyataan sah dan betbdrgdap putusan
sita marital, maka putusan sita marital tidak ddgagisung dikenakan
titel eksekutorial kecuali jika diajukan permohorsitia eksekusi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undafigan.

% bid., him. 64.



